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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.   Kesimpulan 

Negara sebagai suatu entitas dalam hukum internasional memiliki 

beberapa kualifikasi sebagaimana diatur oleh Pasal 1 Konvensi Montevideo 

1933. Salah satu aspek kualifikasi negara dalam pasal tersebut ialah a defined 

territory atau adanya wilayah, yang merupakan persyaratan mutlak yang 

harus dimiliki oleh suatu negara. Adapun wilayah negara sebagai suatu ruang 

tidak hanya terdiri dari daratan saja, melainkan juga mencakup wilayah 

perairan dan wilayah ruang udara. 

Wilayah perairan dinilai sebagai wilayah yang paling dominan dalam 

hukum internasional mengingat sebanyak 71% wilayah permukaan bumi 

ditutupi oleh wilayah perairan, dan merupakan wilayah tempat terjadinya 

banyak aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Selain manfaatnya yang 

sangat signifikan bagi kehidupan manusia, wilayah perairan juga memiliki 

pengaruh yang sangat besar bagi hampir seluruh aspek kehidupan manusia 

dalam skala global. 

Oleh karena itu, dibentuklah instrumen hukum laut internasional dalam 

rangka membatasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh 

setiap negara agar stabilitas keamanan internasional tetap terjaga. United 

Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) 1982 yang merupakan 

perkembangan mutakhir dari Konvensi mengenai hukum laut sebelumnya 

mengatur hal-hal penting yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban yang 

dimiliki negara tersebut, salah satunya adalah mengenai zona maritim.  

Zona-zona maritim yand dimaksud sebagaimana diatur dalam UNCLOS 

1982 terdiri dari perairan pedalaman (internal waters), laut teritorial 

(territorial sea), perairan kepulauan (archipelagic states), zona tambahan 

(contigous zone), zona ekonomi eksklusif / ZEE (exclusive economic zone), 

landas kontinen (continental shelf), laut lepas (high seas), hingga kawasan 

(the area). Pembatasan zona maritim tersebut dilakukan agar tidak terdapat 
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klaim tumpang tindih (overlapping claim) atas suatu zona maritim yang 

berpotensi untuk menimbulkan sengketa hukum laut internasional. 

Adapun yurisdiksi dan hak atas zona-zona maritim yang dimiliki oleh 

negara-negara pantai tersebut terancam oleh fenomena kenaikan permukaan 

air laut (sea-level rise) yang merupakan dampak dari adanya perubahan iklim 

(climate change). Munculnya fenomena kenaikan permukaan air laut secara 

garis besar disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yakni peningkatan suhu 

bumi yang meningkat tajam dan mencairnya gletser dan lapisan es. 

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) telah terjadi kenaikan pada global mean sea level 

(GMSL) /  rata-rata global permukaan air laut sebesar 0,17 meter pada abad 

ke-20. Dengan proyeksi GMSL tersebut, apabila angka pemanasan global 

dapat ditahan setidaknya sebesar 1,5° C kenaikan permukaan air laut per 

tahun 2100 diprediksi akan meningkat sekitar 0,26 hingga 0,77 m. Apabila 

kenaikan yang dimaksud terus berlangsung sebagaimana yang telah 

diproyeksikan, beberapa aspek kehidupan akan merasakan langsung 

dampaknya, salah satunya adalah aspek hukum. 

Dalam aspek hukum, khususnya hukum laut internasional, kenaikan 

permukaan air laut memiliki potensi untuk merendam titik dasar (basepoint) 

zona maritim dan akan berimbas pada perubahan garis pangkal (baseline) 

yang akan bergeser ke arah darat. Wilayah daratan dari negara pantai juga 

terancam untuk tenggelam, baik sebagian maupun seluruhnya. Fakta-fakta 

tersebut secara langsung akan berimbas pada delimitasi batas maritim yang 

juga akan ikut berubah bahkan dapat berujung pada hilangnya yurisdiksi 

suatu negara atas zona maritimnya serta hak-haknya pada zona maritim 

tersebut. 

Namun, kenaikan permukaan air laut tidak bisa dikategorikan sebagai a 

fundamental of changes sebagaimana yang diatur oleh Pasal 62 Vienna 

Convention on the Law of Treaties (VCLT). Akibatnya, para negara pantai 

yang terlibat pada perjanjian internasional mengenai delimitasi batas maritim 

tidak bisa menggunakan fenomena kenaikan permukaan air laut sebagai 

alasan untuk membatalkan dan menarik diri dari perjanjian tersebut. Oleh 
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karena itu, apabila terdapat proses delimitasi batas maritim yang masih 

berlangsung dan fitur-fitur delimitasi batas maritimnya terkena dampak 

kenaikan permukaan air laut, negara-negara yang bersangkutan dapat 

menggunakan peta berskala besar (large scale charts) resmi berisi titik 

koordinat garis pangkal yang telah ditentukan sesuai dengan penetapan dalam 

Pasal 16 UNCLOS. 

Berkaitan dengan implikasi kenaikan permukaan air laut terhadap 

delimitasi batas maritim yang masih berlangsung, International Law 

Association (ILA) Committee on International Law and Sea Level Rise 

menyampaikan 2 (dua) pendekatan umum mengenai fenomena tersebut, 

yakni dengan mempertahankan garis pangkal (baseline) dan batas-batas luar 

(outer limits) zona maritim yang ada, sebagai solusi sementara yang dapat 

dilakukan, mengingat belum ada perkembangan lebih lanjut pada pranata 

hukum laut internasional. 

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, 

terdapat berbagai saran terhadap fenomena kenaikan permukaan air laut yang 

mempengaruhi delimitasi batas maritim. Saran yang pertama berkaitan 

dengan munculnya fenomena tersebut yang mempengaruhi proses delimitasi 

batas maritim yang masih berlangsung. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, dikarenakan negara pantai tidak bisa mengkategorikan 

fenomena sea-level rise sebagai a fundamental of changes seperti yang 

tercantum pada Pasal 62 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) 

dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menarik diri dari atau membatalkan 

perjanjian maka negara yang bersangkutan harus menggunakan peta berskala 

besar (large scale charts) yang telah ditentukan sejalan dengan UNCLOS 

dalam menetapkan garis pangkal serta batas-batas zona maritimnya. 

Keputusan tersebut dinilai sebagai hal yang paling tepat untuk dilakukan pada 

saat ini mengingat belum ada kejelasan dan perkembangan lebih lanjut dalam 

pranata hukum internasional mengenai hal tersebut. 



 

 

92 

Saran yang kedua berkaitan dengan delimitasi batas maritim yang telah 

ditentukan. Negara-negara khususnya negara pantai, disarankan untuk 

menggunakan dua pendekatan yang diajukan oleh International Law 

Association (ILA) Committee on International Law and Sea Level Rise 

apabila terdapat kenaikan permukaan air laut yang mempengaruhi delimitasi 

batas maritim yang telah ditentukan. Kedua pendekatan tersebut adalah 

mempertahankan garis pangkal (baseline) dan batas-batas luar (outer limits) 

zona maritim yang telah ditentukan. Pendekatan tersebut juga dinilai 

merupakan keputusan yang sangat disarankan untuk saat ini mengingat belum 

ada perkembangan lebih lanjut dalam menghadapi fenomena tersebut. 

Oleh karena itu terlihat bahwa harus ada perubahan pada pranata hukum 

internasional khususnya hukum laut internasional dalam menghadapi 

fenomena kenaikan permukaan air laut. Hal ini sekaligus menjadi saran yang 

terakhir, yakni dengan adanya transformasi pada hukum internasional 

meliputi prinsip-prinsip dasar yang berkaitan, mengingat hukum 

internasional saat ini terlalu bergantung pada keadaan geografis yang relatif 

stabil. Namun kenyataannya peradaban telah berubah dan keadaan alam pun 

semakin berubah dari waktu ke waktu. Negara-negara juga diharapkan dapat 

mengambil keputusan yang bijak dalam menghadapi fenomena tersebut tanpa 

menimbulkan kerugian pada pihak yang lain agar stabilitas keamanan 

internasional akan tetap terjaga. 
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